BAB V
PENUTUP

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan dalam Bab | yang telah dilakukan analisis dan
diuraikan secara sistematis dalam Bab I, 111, dan 1V, maka penulis memiliki kesimpulan dan
saran atas pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X berdasarkan UUPK secara yuridis

sebagai berikut:

1. Kesimpulan
Pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X atas konsumen berdasarkan pada UUPK

juncto Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 adalah standar kewajiban
pelaku usaha untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum.
Dengan adanya standar berlaku sebagai hukum positif, voluntary self regulation protokol
kesehatan yang menjadi pengaturan Toko Swalayan X secara yuridis adalah bentuk
rekayasa sosial yang dilakukan dalam lingkungan Toko Swalayan X. Rekayasa sosial yang
dilakukan Toko Swalayan secara baik diharapkan dapat memberikan kesejahteraan,
kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai tujuan negara. Produktivitas yang
terjadi di Toko Swalayan X untuk menggerakkan perekonomian akan berdampak pada
sektor-sektor ekonomi lain. Pengendalian Covid-19 yang baik harus didukung oleh hukum
positif dan peraturan penunjang yang baik dan memiliki standar yang memadai. Pengaturan
voluntary self regulation Toko Swalayan X merupakan pemenuhan asas keamanan dan

keselamatan konsumen berdasarkan UUPK.

Protokol Kesehatan memiliki ruang lingkup yang menyeluruh dan semua orang, badan
usaha, serta badan hukum menjadi adresatnya, sehingga tanggung jawab untuk melakukan
pengaturan tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja melainkan juga kepada badan
usaha serta badan hukum. Pengaturan protokol kesehatan oleh pelaku usaha dan badan
hukum merupakan kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi konsumen termasuk
bagi Toko Swalayan X. Pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X yang sesuai
dengan standar Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 akan memberikan

perlindungan bagi konsumen.
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Pengaturan voluntary self regulation protokol kesehatan Toko Swalayan X atas hubungan
hukum pre-purchase dan post-purchase yang digunakan berdasarkan standar ditinjau
berdasarkan 4 sudut pandang subjek hukum yaitu Toko Swalayan X, konsumen, satuan
tugas Covid-19 Toko Swalayan X, dan pekerja. Masing-masing subjek hukum tersebut
memiliki standar tersendiri dan Toko Swalayan X wajib melakukan pengaturan terhadap
subjek hukum yang menjadi adresat Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020.

Berdasarkan Kemenkes No. 382/2020, pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X
sudah memenuhi lampiran Bab Il huruf A nomor 2 huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf
a, cdef g h i angka8,9, 10, 11, 12, 13, 14, lampiran Bab Il huruf A nomor 2 huruf
b angka 1, 2, 3, 5, 6, 9, dan lampiran Bab Ill huruf A nomor 2 huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5.
Lampiran Bab 11l huruf A nomor 2 huruf a angka 4, 5, 6, 7 huruf a, c, d, e, f, g, h, i, angka
8, 9, 11, 13, 14 Kemenkes No. 382/2020 adalah pengaturan untuk Toko Swalayan X.
Lampiran Bab Il huruf A nomor 2 huruf a angka 9 dan 10 serta lampiran Bab Il huruf A
nomor 2 huruf ¢ angka 1, 2, 3, 4, 5 Kemenkes No. 382/2020 adalah pengaturan untuk
konsumen Toko Swalayan X. Lampiran Bab I11 huruf A nomor 2 huruf a angka 1, 2, 3, 12
Kemenkes 382/2020 adalah pengaturan untuk Satuan Tugas Covid-19 Toko Swalayan X.
Lampiran Bab Il1 huruf A nomor 2 huruf a angka 8, 9, 10 Kemenkes No. 382/2020 dan
lampiran Bab 111 huruf A nomor 2 huruf b angka 1, 2, 5, 6, 9 Kemenkes No. 382/2020
adalah pengaturan untuk pekerja Toko Swalayan X maupun pekerja outsource yang bekerja

di kawasan Toko Swalayan X.

Berdasarkan Semendag No. 12/2020, pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X
sudah memenuhi huruf D angka 2 hurufb angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dan tidak memenubhi
huruf D angka 2 huruf b angka 9 dan 10. Huruf D angka 2 huruf b angka 1, 4, 5, 6, 7, dan
8 Semendag No. 12/2020 adalah pengaturan untuk Toko Swalayan X. Huruf D angka 2
huruf b angka 2 dan 3 Semendag No. 12/2020 adalah pengaturan untuk pekerja Toko
Swalayan X maupun pekerja outsource yang bekerja dalam kawasan Toko Swalayan X.
Huruf D angka 2 huruf b angka 10 Semendag No. 12/2020 belum dipenuhi karena
meskipun sudah memiliki metode pemesanan secara daring akan tetapi Toko Swalayan X
tidak mengutamakan metode berbelanja tersebut dalam pengaturan voluntary self

regulation tentang protokol kesehatan.
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Toko Swalayan X menyampaikan laporan pertanggungjawaban operasional tentang
operasional Toko Swalayan X. Penyampaian laporan pertanggungjawaban operasional
tidak diatur secara tegas dalam Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020

meskipun demikian merupakan perlindungan bagi konsumen.

Pengaturan voluntary self regulation Toko Swalayan X tentang protokol kesehatan atas
hubungan hukum pre-purchase dan post-purchase bersifat identik dan tidak memiliki
perbedaan sama sekali. Dalam hubungan hukum pre-purchase dan post purchase
konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pengaturan yang sama tanpa diskriminasi
tentang ada tidaknya transaksi karena perikatan antara Toko Swalayan X dan konsumen

bersumber dari hukum yakni UUPK.

Pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X yang tidak sesuai standar yang ditetapkan
oleh Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 sebagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen tidak
dapat diajukan melalui BPSK berdasarkan UUPK sebagai lembaga penyelesaian sengketa
yang terjadi antara konsumen dan Toko Swalayan X. BPSK merupakan upaya hukum non-
litigasi berdasarkan UUPK untuk menegakkan UUPK yang seharusnya dapat digunakan
oleh konsumen akan tetapi karena UUPK tidak mengenal kerugian imateriel maka BPSK

tidak dapat digunakan.

Satuan tugas Covid-19 Toko Swalayan X maupun Pemerintah memiliki wewenang untuk
menerima pengaduan pelanggaran pengaturan protokol kesehatan serta melakukan tindak
lanjut terhadap pengaturan tersebut. Satuan Tugas Covid-19 Toko Swalayan X yang berada
di bawah manajemen memiliki tugas untuk melakukan complain handling. Satuan tugas
Covid-19 Pemerintah berdasarkan konstruksi hukum memiliki tugas dan wewenang untuk
melakukan pengawasan dan penertiban yang dilakukan berdasarkan inisiatif pemerintah

maupun laporan yang diberikan oleh masyarakat.

Apabila complain dan laporan yang diajukan oleh konsumen Toko Swalayan X kepada
Satuan Tugas Covid-19 Toko Swalayan X dan Satuan Tugas Covid-19 Pemerintah ditolak
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dan tidak diberikan tanggapan maka konsumen Toko Swalayan X dapat mengajukan
gugatan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata. Kedua gugatan ditujukan kepada Toko
Swalayan X sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab. Gugatan Pasal 1365
KUHPerdata dengan objek gugatan pengaturan protokol kesehatan Toko Swalayan X yang
bertentangan dengan Kemenkes No. 382/2020 dan Semendag No. 12/2020 dan gugatan
Pasal 1367 dengan objek gugatan penolakan dan/atau pengabaian complain oleh konsumen

yang bertentangan dengan itikad baik.

2. Saran
1. Toko Swalayan X melakukan survei kepada konsumen tentang pengaturan protokol
kesehatan Toko Swalayan X sebagai pengukuran dan evaluasi terhadap pengaturan

yang selama ini telah dilakukan oleh Toko Swalayan X tentang protokol kesehatan.

2. Dengan itikad baik satuan tugas Covid-19 Toko Swalayan X membuat mekanisme yang
terstruktur dan sistematis untuk menerima keluhan konsumen tentang pengaturan
voluntary self regulation Toko Swalayan X yang tidak sesuai standar Kemenkes No.
382/2020 dan Semendag 12/2020 untuk menunjukkan komitmen itikad baik dalam

menjalankan usaha.
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